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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan signifikan terhadap cara
manusia menciptakan, menyebarkan, dan mengakses karya intelektual. Salah satu tantangan yang
muncul dalam era ini adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta, terutama melalui distribusi ilegal di
platform digital. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan
perlindungan hukum atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut
mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
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Untuk mengatasi keterbatasan sistem perlindungan tradisional dalam konteks digital, banyak
pencipta beralih menggunakan lisensi terbuka seperti Creative Commons (CC). Lisensi ini
memungkinkan masyarakat menggunakan karya secara terbatas, dengan tetap menghormati hak
pencipta, seperti kewajiban atribusi atau larangan penggunaan komersial. Meskipun bersifat terbuka,
lisensi Creative Commons tetap merupakan bentuk pengaturan hak cipta yang sah dan dapat
diberlakukan secara hukum.

Namun, dalam praktiknya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap lisensi CC di Indonesia
masih rendah. Tidak jarang pengguna mengabaikan ketentuan lisensi, seperti menghilangkan atribusi
atau menggunakan karya untuk tujuan komersial tanpa izin. Selain itu, penegakan hukum atas
pelanggaran karya digital juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian dan
pengumpulan alat bukti elektronik.

Dalam konteks ini, UUHC bekerja sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas UU ITE, yang memperkuat legalitas dokumen dan bukti elektronik sebagai dasar
penegakan hukum di ruang digital. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam membentuk
sistem perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak pencipta, baik secara konvensional maupun
digital.

Terdapat penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan penggunaan lisensi Creative Commons
yang berjudul:

1. “Pengetahuan Konsep Lisensi Creative Commons Dan Open Access Di Kalangan Pengelola Situs
E-Journal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro”, yang disusun oleh Lona Windiana dan Mecca
Arfa alumni dari Program studi [lmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
pada tahun 2021. Hasil penelitian ini mengkaji pengetahuan umum mengenai Creative Commons
di kalangan pengelola situs E-Journal di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan
mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Sedangkan penelitian ini
dibuat untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta
yang menggunakan lisensi Creative Common dan mengkaji tanggung jawab hukum yang dapat
dikenakan kepada pelaku pelanggaran lisensi Creative Commons di lingkup Masyarakat dengan
metode pendekatan penelitian yuridis normative.

2. “Creative Commons License sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum
Indonesia”, yang disusun oleh Faisal dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung, pada tahun 2021, serta Is Susanto, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, pada tahun yang sama, membahas bahwa
Creative Commons bukan merupakan pengganti hukum hak cipta, melainkan berfungsi
melengkapi. Creative Commons memberikan fleksibilitas kepada pencipta atau pemegang hak
cipta untuk menyesuaikan hak mereka sesuai kebutuhan. Berbeda dengan penelitian tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik
hak cipta yang menggunakan lisensi Creative Commons, serta mengkaji tanggung jawab hukum
yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan lisensi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi Creative Commons ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas UU ITE. Analisis ini mencakup pengakuan yuridis terhadap lisensi Creative
Commons, mekanisme perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta efektivitas
penegakan hukum terhadap pelanggaran karya digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat sistem hukum Indonesia agar lebih adaptif
dan responsive terhadap tantangan perlindungan hak cipta di era transformasi digital yang terus
berkembang.

METODE

Metode penelitian ini memilki tujuan untuk meneliti, mempelajari, serta menganalisis dan
mengadakan pemeriksaan mendalam untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam penelitian yang
dilakukan, maka metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:
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Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan
untuk menelaah ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 1 Tahun 2024
tentang Perubahan atas UU ITE yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap karya berlisensi
Creative Commons. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji teori dasar hak cipta, termasuk hak
moral dan hak ekonomi, serta konsep lisensi terbuka. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk
menganalisis penerapan hukum dalam praktik, khususnya melalui.

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menghubungkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif saat ini di Indonesia dengan
permasalahan yang akan dianalisis. Pendekatan deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara
mendeskripsikan permasalahan penelitian secara rinci, menggunakan data yang lengkap dan relevan,
serta sesuai dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi Creative
Commons di Indonesia, yang ditinjau berdasarkan UUHC dan UU ITE.

Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan cara
menelaah berbagai literatur, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.
Peneliti mengkaji sumber-sumber hukum serta dokumen ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap pencipta atas penggunaan karya berlisensi Creative Commons tanpa izin dalam
perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknik Pengumpulan

Data Dalam usulan penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen.
Penelitian yuridis normatif ini mengkaji permasalahan dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum
dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti buku-buku hukum jurnal,
penelitian sebelumnya, serta undang-undang yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian
ini.
Metode Analisis Data

Metode analisis dalam usulan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis normatif
kualitatif, yang berarti usulan penelitian ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas dan peraturan
hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan
untuk menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap aturan hukum
yang terkait dengan isu yang dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perjanjian Lisensi Creative Commons Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 80 UU No. 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 80 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa
lisensi atas hak cipta wajib dibuat secara tertulis. Ketentuan ini menekankan pentingnya suatu bentuk
dokumentasi hukum sebagai prasyarat sahnya perjanjian lisensi antara pencipta dan pihak lain yang
hendak memanfaatkan karya cipta tersebut. Dalam konteks hukum, "konstruksi perjanjian" merujuk
pada bagaimana sebuah perjanjian dibentuk, dirumuskan, serta dipahami dalam kerangka hukum yang
berlaku. Artinya, konstruksi perjanjian mencakup unsur-unsur formal maupun substansial dari suatu
perjanjian, mulai dari dasar hukum, bentuk, struktur, hingga syarat sahnya menurut sistem hukum
nasional.

Dalam hal lisensi terbuka seperti Creative Commons, konstruksinya terletak pada bentuk
deklaratif sepihak dari pencipta yang menawarkan izin kepada publik untuk menggunakan karyanya
dalam batasan tertentu.

Berbeda dengan perjanjian lisensi konvensional yang bersifat bilateral, lisensi Creative Commons
bersifat unilateral namun mengikat karena ditujukan kepada khalayak umum dengan ketentuan yang
jelas dan eksplisit. Konstruksi hukum dari lisensi ini mengandalkan asas kebebasan berkontrak, di mana
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pencipta secara sukarela menetapkan syarat penggunaan karyanya, dan pengguna yang mengakses serta
menggunakan karya tersebut dianggap telah menyetujui syarat yang berlaku.

Lisensi Creative Commons memungkinkan pencipta memberikan izin penggunaan terhadap
karyanya kepada publik secara luas, dengan menetapkan batasan-batasan tertentu sesuai dengan jenis
lisensi yang dipilih. Misalnya, pencipta dapat membolehkan penggandaan dan distribusi dengan syarat
atribusi, melarang penggunaan komersial, atau tidak memperkenankan modifikasi. Meskipun tidak
ditandatangani secara fisik oleh kedua belah pihak, lisensi ini mengandung unsur deklaratif yang bersifat
hukum, karena secara eksplisit menyatakan ketentuan pemanfaatan karya oleh pengguna. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat bentuk "kesepakatan" yang bersifat implisit, di mana pengguna dianggap
menyetujui ketentuan tersebut pada saat menggunakan karya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pendekatan penafsiran sistematis sebagaimana diajarkan oleh
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengarahkan agar Pasal 80 UUHC dibaca secara holistik bersama
dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pasal tersebut menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan setara
dengan dokumen tertulis. Oleh karena itu, simbol atau metadata digital yang mengandung lisensi
Creative Commons dapat dipandang sebagai bentuk lisensi tertulis dalam pengertian hukum
kontemporer, selama substansinya memuat unsur-unsur yang dapat diverifikasi, diakses publik, dan
menetapkan hak serta kewajiban secara eksplisit.

Lebih jauh, pendekatan penafsiran teologis menunjukkan bahwa tujuan utama dari keberadaan
Pasal 80 UUHC bukan sekadar untuk membatasi bentuk perjanjian dalam format konvensional, tetapi
untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum pencipta dan memberikan kepastian
hukum bagi pengguna. Dalam hal ini, lisensi Creative Commons justru berfungsi sebagai instrumen
perlindungan tersebut. Dengan ketentuan yang dirumuskan secara terbuka, pengguna memperoleh
kejelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap suatu karya, sementara pencipta
tetap memiliki kendali terhadap hak cipta yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa lisensi Creative
Commons secara substansial telah memenuhi maksud dan tujuan dari ketentuan hukum yang ada,
meskipun bentuknya berbeda dari model perjanjian tertulis konvensional.

Dari sudut pandang teori hukum, Hans Kelsen melalui Teori Kepastian Hukumnya menjelaskan
bahwa norma hukum harus memiliki kejelasan agar dapat ditegakkan. Dalam konteks lisensi Creative
Commons, meskipun sifatnya terbuka dan digital, lisensi ini menetapkan aturan yang jelas, tegas, dan
konsisten. Keterangan dalam setiap jenis lisensi dapat diakses secara luas melalui situs resmi Creative
Commons, dan masing- masing simbol lisensi memiliki makna hukum yang spesifik. Hal ini membuat
lisensi CC kompatibel dengan prinsip kepastian hukum karena pengguna memiliki acuan yang jelas
mengenai batasan pemanfaatan karya.

Sementara itu, berdasarkan Teori Hak Alamiah dari John Locke, hak cipta merupakan bagian dari
hak milik yang lahir dari hasil kerja, tenaga, dan pikiran pencipta. Lisensi Creative Commons bukanlah
bentuk pelepasan hak melainkan ekspresi dari otonomi pencipta untuk mengatur distribusi dan
pemanfaatan karyanya. Ketika pencipta menetapkan lisensi terbuka dengan batasan tertentu, hal tersebut
merupakan wujud dari pengakuan terhadap hak alamiah atas karya intelektual. Maka, pelanggaran
terhadap lisensi ini bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan kontraktual, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak individual pencipta yang melekat secara moral dan hukum.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek normatif dan filosofis tersebut, dapat disimpulkan
bahwa lisensi Creative Commons memiliki konstruksi hukum yang sah sebagai bentuk lisensi non-
eksklusif dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahannya tidak hanya ditopang oleh ketentuan formal
seperti Pasal 80 UUHC dan Pasal 5 UU ITE, tetapi juga diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak dalam
Pasal 1338 KUH Perdata. Di samping itu, lisensi ini juga selaras dengan prinsip perlindungan hak cipta
dalam kerangka kepastian hukum dan pengakuan atas hak moral pencipta. Oleh karena itu, penerapan
lisensi Creative Commons patut diakui dan didukung sebagai bagian dari evolusi hukum hak cipta dalam
era digital

Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Pemegang Lisensi Creative Commons dalam UU No. 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Perlindungan hukum terhadap pencipta yang menggunakan lisensi Creative Commons merupakan
isu penting dalam era digital. Lisensi Creative Commons kerap kali disalahpahami sebagai bentuk
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pelepasan hak cipta secara total oleh pencipta, padahal pada kenyataannya lisensi ini hanya memberikan
izin terbatas kepada publik untuk memanfaatkan karya cipta dalam batasan tertentu. Izin tersebut
ditetapkan secara jelas oleh pencipta melalui ketentuan lisensi yang meliputi antara lain kewajiban
atribusi, larangan penggunaan komersial, serta larangan pengubahan karya. Pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut, seperti tidak mencantumkan nama pencipta, menggunakan karya untuk kepentingan
komersial, atau melakukan modifikasi tanpa izin, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

UUHC memberikan jaminan hukum yang tegas terhadap pencipta melalui pengakuan dua bentuk
hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 melekat secara
pribadi pada pencipta, termasuk hak untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan
keutuhan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 memberikan hak
kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya. Apabila terjadi
pelanggaran atas salah satu atau kedua hak tersebut, Pasal 113 memberikan dasar hukum bagi pencipta
untuk mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Namun dalam praktiknya, bentuk pelanggaran terhadap hak cipta semakin berkembang, terutama
di era digital. Pelanggaran tidak lagi hanya berupa penggandaan atau pendistribusian fisik tanpa izin,
tetapi juga mencakup penghapusan metadata lisensi, pencurian identitas pencipta dalam bentuk digital,
atau penyebaran ulang karya di platform daring tanpa menyertakan atribusi. Dalam konteks inilah UU
ITE memainkan peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta di ruang
digital. Pasal 25 UU ITE menegaskan bahwa karya digital dilindungi sebagai bentuk kekayaan
intelektual, sedangkan Pasal 32 dan Pasal 35 melarang penghapusan dan manipulasi informasi elektronik
milik pihak lain. Salah satu ilustrasikonkret perlindungan  hukum terhadap pelanggaran lisensi
Creative Commons di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan No. 7/Pdt.Sus-
HKI/Cipta/2018/PN.Niaga Sby. Dalam perkara ini, tergugat menggunakan lagu berlisensi CC BY-NC-
ND 4.0 milik pencipta dalam video promosi yang bersifat komersial, tanpa mendapatkan izin dan tanpa
mencantumkan atribusi. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap hak cipta dan menjatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pencipta. Meskipun
lisensinya bersifat terbuka, syarat-syarat penggunaan yang melekat tetap dianggap sah dan mengikat
secara hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui keberlakuan
lisensi terbuka dan memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dalam konteks penggunaan
digital.

Peneliti juga turut menganalisis suatu karya yang sebelumnya berada dalam domain publik
kemudian oleh penciptanya atau pihak tertentu didaftarkan ke dalam lisensi Creative Commons. Dalam
prinsip hukum kekayaan intelektual, karya yang telah masuk domain publik pada dasarnya bebas
digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin.

Perlindungan hukum terhadap pencipta pemegang lisensi Creative Commons di Indonesia juga
mencakup batasan bahwa lisensi tersebut hanya memiliki efek sejak saat diberlakukan, dan tidak dapat
diterapkan secara surut terhadap penggunaan sebelumnya. Sebagai contoh, Hakim & Susanto
menegaskan bahwa lisensi Creative Commons yang dipublikasikan secara elektronik menetapkan izin
yang sah sejak saat dikeluarkan, sehingga tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pencipta. Di
sisi lain, Lombok , Tuwaidan dan Takasana menegaskan bahwa status lisensi ini bersifat permanen sejak
diterbitkan, dan pengguna yang telah menggunakan karya secara sah sebelum penerbitan lisensi tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban retrospectif. Selain itu, kebijakan lisensi terbuka umum seperti yang
diadopsi oleh jurnal-jurnal Open Access melalui DOAJ juga menjelaskan bahwa ketentuan lisensi tidak
dapat diubah atau dibatasi setelah diberlakukan Secara filosofis, perlindungan hukum ini sejalan dengan
gagasan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam Teori Utilitarianisme, yang menyatakan bahwa
hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, lisensi Creative
Commons menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta untuk tetap mengontrol penggunaan
karyanya, dan kepentingan publik untuk mengakses dan menggunakan karya tersebut untuk tujuan non-
komersial, pendidikan, atau penelitian. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini
melalui pengaturan dan penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Selain itu, berdasarkan pendekatan Teori Sistem Sosial dari Niklas Luhmann, sistem hukum harus
mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi. UUHC dan UU ITE merupakan
dua subsistem hukum yang saling melengkapi dalam menjawab tantangan pelanggaran hak cipta di era
digital. UUHC memberikan kerangka normatif terhadap hak cipta dan ketentuan lisensi, sementara UU
ITE menyediakan mekanisme pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran
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yang terjadi di ruang digital. Sinergi antara kedua undang-undang ini mencerminkan respons hukum
yang adaptif dan integratif terhadap kompleksitas pelanggaran hak cipta modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta pemegang
lisensi Creative Commons di Indonesia telah tersedia dalam kerangka hukum nasional yang
komprehensif. Perlindungan tersebut bersifat preventif melalui pengakuan terhadap lisensi terbuka dan
syarat penggunaannya, serta represif melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang
terjadi. Melalui integrasi antara UU Hak Cipta dan UU ITE, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan
kemampuannya dalam menjamin hak moral dan ekonomi pencipta, meskipun karya tersebut dibagikan
secara terbuka kepada publik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, lisensi Creative Commons merupakan bentuk perjanjian lisensi non-
eksklusif yang sah secara hukum menurut Pasal 80 UU Hak Cipta, karena keberadaannya dalam bentuk
metadata digital dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis secara elektronik sebagaimana diakui dalam
UU ITE. Meskipun bersifat terbuka dan deklaratif, lisensi ini tetap memberikan kejelasan hak dan
kewajiban hukum kepada pengguna, serta melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Perlindungan
hukum terhadap pemegang lisensi Creative Commons telah diatur secara preventif dan represif melalui
UUHC dan UU ITE, termasuk pengakuan yuridis atas keberlakuannya dalam praktik peradilan. Dengan
demikian, sistem hukum Indonesia telah membentuk dasar perlindungan yang adaptif terhadap
perkembangan lisensi terbuka dan distribusi karya digital di era informasi.
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